
Pedoman Pelaksanaan APBD 2025 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 dapat 
berjalan efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025. 

BUPATI KONAWE UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 
• 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 52 TAHUN 
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2025 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR 1-2- TAHUN 2025 

BUPATI KONAWE UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

• 
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6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun2022 Nomor 143, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

• 
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2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

• 
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1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah se bagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara; 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah; 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil 
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan; 

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK 
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat 
sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan; 

8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pemerintah 
Non-Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat 
pemeritahan yang berwenang untuk jangka waktu 1 tahun dalam rangka 
membantu tugas pemerintahan; 

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban tersebut; 

10.Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah; 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025 

KONAWE UTARA TENTANG 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI 
TENTANG PEDOMAN 

Menetapkan 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123); 

l ' 
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11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah; 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam 
APBD; 

14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah; 

15. Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala 
Daerah/W akil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah; 

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerahyang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah; 

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah; 

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 

19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah; 

21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 

22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan se bagian kewenagan pengguna anggaran dalam melaksanakan 
se bagian tugas dan fungsi SKPD; 

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 

24. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD yang diangkat oleh Bupati; 

} 

• 
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26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD; 

27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program; 

28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penam bah nilai kekayaan bersih; 

29. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih; 

30. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 
belanja; 

31. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah; 

32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 
anggaran; 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan se bagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; 

35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran; 

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen 
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 

37. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka yang 
bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam 
setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan 
SPP-GU; 

38. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang telah dipakai yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung; 

39. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persediaan tidak cukup untuk membiayainya; 

• 
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40. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung 
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah 
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan 
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK; 

41. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/diterbitkan oleh pengguan anggaran/kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 

42. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjtunya disingkat SPM-UP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD 
yang dipergunakan sebagai uang persediaan yang telah dibelanjakan; 

43. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas be ban pengeluaran DPA-SKPD, 
yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah 
dibelanjakan; 

44. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi darijumlah batas 
pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan; 

45. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak 
ketiga; 

46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen ysng digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM; 

4 7. Barang Milik Dae rah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh atas be ban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

48. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang 
nyata dan pasti jumlahnya se bagai akibat perbuatan melawan hukum baik 
sengaja ataupun lalai; 

49. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan 
baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya 
ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa; 

50. Pengguna Barang adalah pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daerah; 

51. Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima menyimpan 
dan mengeluarkan barang- barang milik daerah yang diangkat dengan 
Keputusan Kepala Daerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung 
jawab kepada kepala daerah melalui atasan langsungnya; 

52. Pengelola Barang adalah mereka yang ditugaskan mengelola barang dalam 
pemakaian pada SKPD; 

• 
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Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 2 
1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

Pengelola Keuangan Daerah • 
BAB II 

53. Barang Daerah adalah semua barang yang berwujud milik daerah yang berasal 
dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari 
APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

54. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim 
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, BKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan ke butuhan 

55. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. 

56. Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritasdan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada SKPD untuk setiap program se bagai acuan dalam menyusun 
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

57. Prioritas dan Plapon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran sementara yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD 
setelah disepakati dengan DPRD. 

58. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

59. Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKPA- 
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
perubahan pendapatan, rencana perubahan belanja SKPD serta rencana 
perubahan pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD. 

• 
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Pasal 3 
1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada 
perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. 

2) Ketentuan Mengenai Kepala Daerah Selaku Wakil Pemerintah Daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 

• 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau 
masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah; 
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan 

Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran; 
1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat 
Perangkat Daerah. 

4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. Kepala SKPD selaku PA 

5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan prinsip pemisahan kewenangan 
antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan 
uang. 

6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan keputusan Kepala Daerah. 

• 
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Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 5 
1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam 
Perda; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d berwenang: 
a. menyusun ke bijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas umum daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

• 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4 
1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; memberikan 

persetujuan pengesahan DPA SKPD; 
d. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
e. memimpin TAPD. 

2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala 
Dae rah. • 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan 
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Bagian Keempat 
Pengguna Anggaran 

Pasal 7 
1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA SKPD; 
b. menyusun DPA SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Behan anggaran 

belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

• 

1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala 
Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Daerah. 

3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. menyiapkan Anggaran Kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ 

atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD; 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan 

investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD; 
i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; 
j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 
k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 

4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 
PPKD selaku BUD. 

• 

Pasal 6 

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 
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Pasal 10 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

Pasal 9 
1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit 

SKPD selaku PPTK. 
2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan 

wewenang PA/KPA. 
3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA. 

• 
1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD 

selaku KPA. 
2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali . 
3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD. 
4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Be ban anggaran 
belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA 

bertanggung jawab kepada PA. • 

Bagian Kelima 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 8 

1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 
m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris 
daerah. 
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Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal 12 
1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA 

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi ta.ta usaha keuangan 
pada Unit SKPD. 

2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; 
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP TU dan SPP-LS yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

• 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pasal 11 

1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi ta.ta 
usaha keuangan pada SKPD. 

2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

dan Bendahara Pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 
e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai 
pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/ atau 
PPTK. 

• 

1) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran 
anggaran Kegiatan, be ban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/ a tau 
pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah. 

2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang 
menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, 
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang 
kriterianya ditetapkan Kepala Daerah. 
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1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 
melaksanakan tugas ke bendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
belanja pada SKPD . 

2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 
dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP 

TU, dan_ SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan; 
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; 
dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

• 
Pasal 16 

1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang 
bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas 
pengelolaan Pendapatan Daerah. 

2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

Pasal 15 

1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala 
Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja 
SKPD yang bersangkutan. 

2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 
ditetapkan Kepala Daerah . • 

Pasal 14 

Pasal 13 
1) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 

ke bendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD 
atas usul PPKD selaku BUD. 

2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 
dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah 
yang diterimanya. 
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1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan 
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. 

2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tidak 
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan 
dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut. 

BAB III 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pasal 19 

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; 
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/ atau penjualan jasa; 

dan 
c. menyimpan uang daerah pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 

nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. • 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

Pasal 18 

1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai 
yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan 
efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. 

2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

Pasal 17 • 

3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas 
usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu. 

4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 
e. menolak perintah membayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
h. membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada KPA dan 

pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran 
secara periodik 
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a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban; 
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 

Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan: 

Pasal 24 

1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas 
beban APBD apabila anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak 
tersedia atau tidak cukup tersedia . 

2) Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

3) Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas 
be ban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

• 
Pasal 23 

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat 
dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 22 

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang 
diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

Pasal 21 • 

1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau 
badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan 
dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas 
pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat 
yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 

3) Kebenaran material sebagaimana climaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran 
atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai 
dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 

Pasal 20 
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Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/ atau imbalan lainnya 
atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/ a tau jasa 
giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Pasal 28 

1) Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka 
rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada 
bankumum. 

2) Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka 
rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada 
bank umum untuk menampung UP. 

Pasal 27 • 

Pasal 26 
1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, 

BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada 
bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah . 

2) Rekening penerimaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk 
menampung Penerimaan Daerah setiap hari. 

3) Rekening penerimaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dioperasikan se bagai 
rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke 
Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari. 

4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat 
dilakukan secara berkala yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. 

5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan 
Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah. 

6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening 
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas 
perintah BUD . 

• 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 

Pasal 25 
1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening 

Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat. 
2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam 

perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan. 

g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 
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1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD 
yang bersangkutan. 

2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Perkada 
tentang penjabaran APBD. 

3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD 
mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris 
daerah. 

4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan 
Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempumaan rancangan 
DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah. 

5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara 
fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
tanggal disahkan. 

6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA. 

• 

Pasal 31 

Bagian Ketiga 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

Pasal 30 
1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan 

rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perkada tentang 
penjabaran APBD ditetapkan. 

2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang 
hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk 
mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap 
satuan kerja serta pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD . 

3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD 
paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

• 

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/ a tau 
melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum 
digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, 
dan kualitas pelayanan publik. 

Pasal 29 
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Bagian Keenam 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 37 
1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak 

yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 
2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan 

se belum rancangan Perda ten tang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam 
lembaran daerah. 

3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 
pengeluaran keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

• 

1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan 
terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang 
yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada 
rekening penerimaan yang bersangkutan. 

3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang 
yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada 
rekening belanja tidak terduga . 

Pasal 36 

1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan 
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya. 

3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 
pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. 

4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 
rangka rekonsiliasi penerimaan. • 

7) Penyetoran penerimaan dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

8) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat berharga yang 
dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari, dan/atau atas nama pribadi. 

Pasal 35 
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1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP 
TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU. 

2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan 
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke 
Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 40 

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 

2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 

4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan 
melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan 
dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP. 

6) Besaran GU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan 
belanja-belanja yang telah diverifikasi/ dipertanggungjawabkan oleh 
bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP. • 

Pasal 39 

1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, 
disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan 
SKPD, disampaikan Bendahahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD 
berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. SPP UP; 
b. SPPGU; 
c. SPP TU; dan 
d. SPP LS. 

5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 
a. SPP TU; dan 
b. SPP LS. • 

Pasal 38 
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1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran pembantu, PPK SKPD /PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas: 
a. Ke benaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih; 
b. Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan 

ikatan/ perjanjian pengadaan barang jasa; dan 
c. Ketersediaan dana yang bersangkutan. 

2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA 
memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada 
KuasaBUD. 

3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM 
LS. 

Pasal 43 • 

1) Berdasarkan pengajuan SPP UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa 
BUD dengan menerbitkan SPM UP. 

2) Berdasarkan pengajuan SPP GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah 
digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU. 

3) Berdasarkan pengajuan SPP TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada 
Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU . 

Pasal 42 

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran untuk pembayaran: 
a. Gaji dan Tunjangan; 
b. Kepada Pihak Ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 
c. Kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan . 
2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dapatjuga dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA. 

• 

Pasal 41 

4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikecualikan untuk: 
a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/ a tau 
b.Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan 

sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA. 
5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar 

rincian rencana penggunaan dana. 
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Pasal 47 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut 
Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 46 

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan 
pembayaran setelah: 
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA 

beserta bukti transaksinya; 
b. menguji ke benaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen 

pembayaran; dan 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak 
melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tidak dipenuhi. 

3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab 
secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 

• 

Pasal 45 

1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPAyang 
ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 

2) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum 

dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah. 

3) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau 
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 

4) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung 
sejak diterimanya SPM. 

• 

Pasal 44 

4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari 
terhitung sejak diterimanya SPP. 
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1) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun 
anggaran berjalan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran; 
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; 
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/ atau obligasi daerah yang melampaui 

anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan 

Pemerintah; 
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/ atau 
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang 

telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat 

Pasal 49 • 

Bagian Ketujuh 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 

Pasal 48 
1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan 

Dae rah dilakukan oleh kepala SKPKD. 
2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening 

Kas Umum Daerah. 
3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas 
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 
pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut . 

1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan 
penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya. 

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib 
mempertanggungiawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi 
tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban 
pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
ditetapkan dalam Perkada. 

4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungiawaban 
pengeluaran oleh PA/ KPA. 

5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, 
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling 
lambat tanggal 31 Desember. • 



Pedoman Pelaksanaan APBD 2025 

a. Telah di tetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah terkait besaran Alokasi Dana 
Desa; 

b. Dokumen pencairan dana tersebut harus dilengkapi; 
c. Harus ada rekomendasi dari Kepala BPMD mengenai pencairan dana tersebut; 
d. Harus menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebelumnya. 

Alokasi Dana Desa 
Pasal 53 

Pemerintah Daerah melalui BKAD dapat membayarkan Alokasi Dana Desa bilamana 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) Utang pemerintah daerah kepada Pihak Ketiga yang bersifat jangka pendek 
dianggarkan dalam APBD paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut . 

2) Dalam hal Pihak Ketiga tidak mengajukan klaim pembayaran sampai dengan 2 
(dua) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), maka utang terse but dianggap selesai 
dan tidak dapat diklaim oleh Pihak Ketiga. 

• 
U tang J angka Pendek 

Pasal 52 

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD; 
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam 

perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran 

Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban 
untuk: 

Pasal 51 • 

1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun 
anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang 
pembentukan Dana Cadangan. 

2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan. 

3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat 
perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD . 

Pasal 50 

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 
anggaran berjalan. 

2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran 
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan atau RKA SKPD. 
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1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: 
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 
b. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Belanja Daerah; 
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan 
perubahan RKPD. 

3) Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi 
dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. 

4) Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: 
a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan 

APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun 
anggaran berjalan; 

b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam 
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

• 
Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara 
Pasal 56 

1) Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD. 
2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis 
belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/ a tau 
e. keadaan luar biasa. 

• 
BAB IV 

PERUBAHAN APBD 
Bagian Kesatu 

Dasar Perubahan APBD 
Pasal 55 

Bagian Kedelapan 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 54 
1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 
penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f, 
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Pendanaan Keadaan Darurat 
Pasal 59 

1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk 
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas 
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mencukupi, menggunakan: 
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta 

pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 
b. memanfaatkan kas yang tersedia. 

3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

4) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 
yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. 

• 

1) Pergeseran anggaran an tar organisasi, an tar unit organisasi, an tar Program, an tar 
Kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda tentang 
APBD. 

2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ atau antar rincian obyek belanja 
dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. 

3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian 
obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

4) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD. 
5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD selanjutnya dituangkan dalam 

rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi 
anggaran. 

6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi 
anggaran apabila: 
a. tidak melakukan perubahan APBD; atau 
b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD. 

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam 
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

• 
Pasal 58 

Bagian Kedua 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 57 
Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar 
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/ a tau antar 
rincian obyek belanja. 

c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam 
perubahan APBD apabila asumsi KUA terlampaui. 
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1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 
DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

Pasal 63 

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada 
DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA 
dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

Bagian keempat 
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 62 • 

Pasal 61 
1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menye babkan estimasi penerimaan dalam 

APBD mengalami kenaikan le bih dari 50 % (lima puluh persen) se bagaimana 
dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru 
dan/ a tau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam 
APBD mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/ atau 
pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

• 

1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang 
menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD mengalami 
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 

3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam 
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

Bagian Ketiga 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 60 

5) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah 
perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan 
APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(, 
' 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 
1) Standar Biaya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang 

tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dengan peraturan ini. 

2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya tetap 
berpedoman pada peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku. 

1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan barn dan perubahan DPA SKPD 
yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD 
disampaikan kepada PPKD melalui TAPD untuk diverifikasi. 

2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk 
menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan: 
a. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; 
b. Prakiraan Maju yang telah disetujui; 
c. Dokumen perencanaan Iainnya; 
d. Capaian Kinerja; 
e. Indikator Kinerja; 
f. Analisis Standar Belanja; 
g. Standar Harga Satuan; 
h. Perencanaan Kebutuhan BMD; 
i. Standar Pelayanan Minimal; dan 
j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD. 

3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan 
penyempurnaan. 

• 

Pasal 65 

1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan 
PPAS. 

2) RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda 
tentang perubahan APBD. 

Pasal 64 

2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan: 
a. Program dan Kegiatan barn; 
b. Kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 
c. Batas Waktu Penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau 
d. Dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format 

RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan 
kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR : bSb 

E UTARA, t 
Ditetapkan di Wanggudu 
P 1 3,o :!u ,._.,i 2.o"'Z-S 

\} . .-,-- _____ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 67 
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~' 

SAFRUDDIN 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KONAWE UTARA, 

Diundangkan di Wanggudu 
Pada tanggal ~o j 1.1,-.i1 .z.o'"Z-5 

ONAWE UTARA, ~ 

Ditetapkan di Wanggudu 
Pada tanggal so 3v,...1 :J-o'U; 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 67 
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